Nomor SOP 000.9.3.3 54 'S\ /Dk-vi2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024
Tanggal Efektif 1 Januari 2025
Disahkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istanto,E.P.‘ M.Si
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NIP ‘¥97508072(b0031003
nd
BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Nama SOP . |Pelaksanaan Sekolah Lapang Penyuljhan Kehutanan Mendukung
Perhutanan Sosial
SEKSI PENYULUHAN
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1.
2.
3

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1889,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P 76/Menlhk/Setien/Kum.1/8/2016 tentang PK PNS dan PKSM

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P 77/Menihk/Setien/um. 1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P 83/Meninl/Setien/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sesial

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P.67/Menlhi/Setien/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 Kepada 33 Gubernur

Pemerintah Daerah Provinsi

1. Harus memahamimengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan
2. Mampu mengumpulkan dokumen yang terkait dengan kegiatan penilaian

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Penyusunan Laporan
2. SOP Pengajuan Perjalanan Dinas

1. ATK
2. Komputer/Laptop
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1.

Jika fidak dilaksanakan di tingkat provinsi Kalimantan Timur, maka tidak dapat berperan dalam lomba tingkat nasional

1. Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan i ; Penyusun Keterangan
Kepala Dinas Ka Bidang Kasi Penyuluhan| Bahan Materi Persyaratan/ Waltu Output
Kehutanan PPMH Kelengkapan
Penyuluhan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menugaskan Kabid PPMH untuk melaksanakan mmﬁc._ms rmﬂm:.m . . . N SOP Penyusunan
1. |Penyuluhan Kehutanan Mendukung Perhutanan Sosial sesuai Nota Dinas 10  menit Disposisi Laporan
disposisi.
Menugaskan Kasi Penyuluhan untuk menyiapkan instrumen dan
bahan kelengkapan kegiatanSekolah Lapang Penyuluhan 2 s .. | Instrumen, Jadwal
£ t .
2 Kehutanan Mendukung Perhutanan Sosial dan jadwal Psptsta 10 pael Kegiatan
pelaksanaan.
3. Melaksanakan kegiatan mmwo._mr Lapang Penyuluhan Kehutanan _st:Emu:. Jadwal 840 menit iata
Mendukung Perhutanan Sosial Kegiatan
4 Menyusun konsep laporan hasil kegiatan Sekolah Lapang Dt 420 menit| Konsep Laporan

Penyuluhan Kehutanan Mendukung Perhutanan Sosial




Nomor SOP ooo‘w,m.m\.w.qmﬁ JDK-V2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif

1 Januari 2025

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istafto, S.P.. M.Si.
NIP 197508072000031003
BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Nama SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keglatan Penyuluhan di Bidang Kehutanan

SEKSI PENYULUHAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

© e NSO s W

—
(=]

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor .

41 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-11/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan
Peraturan MenteriKehutanan Nomor P.78/Menhut-1l/2014 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan
Peraturan Menteri LHK Nomor P.36/Menlhk-Setjen/2015 tentang Juknis Jabfung PK dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri LHK Nomor P.74/Menihk/Setien/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah

Prov dan Kab/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang LH dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutenan

Peraturan Menteri LHK Nomor P.76/Menlhk/Setien/Kum.1/8/2016 tentang PKS dan PKSM

Perka BKD Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kab/Kota yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Ttg Kehutanan Selain yang Melaksanakan Pengelolaan Tahura Kab/Kota

1. Mampu menggali informasi mengenai perkembangan kegiatan terkait Tugas dan fungsi
2. Mampu mengoordinasikan kegiatan dengan pihak terkait.

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan

1. SOP Penyusunan Laporan
2. SOP Pengajuan Perjalanan Dinas

1. ATK
2. Komputer/Laptop
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Instrumen monitoring dan evaluasi harus sudah siap sebagai bahan/alat untuk menggali informasi terkait perke

Provinsi Kalimantan Timur

mbangan kegiatan penyuluhan di

1. Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kepala Dinas | KaBidang Knsi Pengelola Keterangan
. itori Waktu Qutput
A PPMH e Moni oring Persyaratan/ Kelengkapan P
dan Evaluasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menugaskan Kabid PPMH untuk
melaksanakan monitoring dan evaluasi . . . - SOP Penyusunan
i t
X kegiatan Penyuluhan ke UPTD Nita Dinas L% oeni Dispastst Laporan
KPHP/Penyuluh/KTH sesuai disposisi.
Menugaskan Kasi Penyuluhan untuk Instrumen Monitoring
menyiapkan instrumen dan bahan {Juknis, Nota Dinas,
2. |kelengkapan monitoring dan evaluasi Disposisi 10 menit Surat ke instansi
kegiatan (Juknis, Nota Dinas, Surat ke terkait), Jadwal
instansi terkait) dan jadwal pelaksanaan. Kegiatan
h J 3 Instrumen Monitoring dan
Melaksanakan monitoring dan evaluasi evaluasi (Juknis, Nota Dinas .
. ; ! Data
3. | kegiatan di UPTD KPHP/Penyuluh/KTH Surithefodmstiodall], [0 SR a
Jadwal Kegiatan
4 Menyusun w.osmm.w laporan hasil monitoring Dita 496 mmenit Konsep Laporan
dan evaluasi kegiatan penyuluhan




Nornor SOP - 1000.9.3.3/ 315 5 10K-Vi2024
Tanggal Pembuatan . | Desember 2014
Tanggal Re: 3 Juni 2024
Tanggal Efektif - | 1 Januari 2025
Disahkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istanto \S.P., M.Si.
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NIP 197508072400031003
i itoring d luasi Kegiatan P luhan di
BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Nama SOP Persiapan Pelaksanaan Monitoring dan §valuasi Kegiatan Penyuiuhan d
Bidang Kehutanan
SEKSI PENYULUHAN \
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutenan Jo UU Nomer 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999,

1. Harus memahamimengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan berkaitan dengan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan di Bid Kehutanan
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-11/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan 2 Memahami tata naskah dinas
4 Peraturan MenteriKehutanan Nomor P.78/Menhut-1/2014 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan 3 Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
5 Peraturan Menteri LHK Nomor P.36/Menlhk-Setien/2015 tentang Juknis Jabfung PK dan Angka Kreditnya 4  Mampu menyampaikan laporan secara sistematis dan jelas kepada pimpinan
6. Peraturan Menteri LHK Nomor P.74/Menlhk/Setjen/ium.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
7. Prov dan KabiKota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang LH dan Urusan Pemerintah Bid Kehutanan
8  Peraturan Menteri LHK Nomor P.76/Menlhk/Setien/Kum.1/8/2016 tentang PKS dan PKSM
9 Perka BKD Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kab/Kota yang Melaksanakan Urusan
10 Pemerintahan Ttg Kehutanan Selain yang Melaksanakan Pengelolaan Tahura Kab/Kota
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengajuan Konsep Naskah Dinas 1. ATK
2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar 2. Komputer/Laptop
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Instrumen monitoring dan evaluasi yang disusun harus dapat menjadi alat untuk mendapatkan informasi penting yang terkait dengan perkembangan

pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Previnsi Kalimantan Timur

1. Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan i Pengelola Keterangan
Kasi Penyuluhan ke Bidang Monitoring Lesyantn Waktu Qutput
PPMH : Kelengkapan
dan Evaluasi
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Melaporkan kepada Ka. Bidang PPMH mengenai rencana _ Mulai _ SOP Persiapan Pelaksanaan
1. |monitoring dan evaluasi kegiatan Penyuluhan di Bidang DPA 30 menit Nota Dinas Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Kehutanan | Penyuluhan di Bidang Kehutanan
Memberikan arahan, dan memerintahkan Kasi Penyuluhan
2. |menyusun instrumen dan bahan kelengkapan monitoring dan Disposisi 15 menit Disposisi
evaluasi kegiatan.
Menugaskan Pengelola Monitoring dan Evaluasi untuk 3
3. |menyusun instrumen dan bahan kelengkapan monitoring Disposisi 15 menit Disposisi, Data
dan evaluasi kegiatan.
A Konsep Instrumen,
Menyusun instrumen dan bahan kelengkapan monitoring dan Bahan Kelengkapan Konsep Instrumen,
4 |evaluasi kegiatan, kemudian menyerahkan kepada Kasi Monev (Konsep 1200 menit | Bahan Kelengkapan
Penyuluhan untuk dikoreksi. Juknis, Surat ke Monitoring
instansi terkait)
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan monitoring
; : ; p Konsep Instrumen,
dan evaluasi kegiatan. Jika setuju, membubuhkan paraf,
: : Bahan Kelengkapan Konsep Instrumen,
kemudian menyerahkan instrumen dan bahan kelengkapan T ;
5 P ; : . k i Monev (Konsep 10 menit | Bahan Kelengkapan
monitoring dan evaluasi kegiatan kepada Kabid PPMH Jika | ; S
g : . . oo i Juknis, Surat ke Monitoring
tidak setuju, memerintahkan Pengelola Monitoring dan : ; ;
; o instansi terkait)
Evaluasi untuk memperbaiki instrumen.
|
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan monitoring
) ; : . Konsep Instrumen,
dan evaluasi kegiatan. Jika setuju, membubuhkan paraf,
; ; Bahan Kelengkapan Konsep Instrumen,
kemudian menyerahkan instrumen dan bahan kelengkapan ;
6 — i ) o Monev (Konsep 10 menit | Bahan Kelengkapan
monitoring kegiatan kepada Kasi Penyuluhan. Jika tidak = S
p; : R . Juknis, Suratke Monitoring
setuju, memerintahkan Kasi Penyuluhan untuk memperbaiki : s ;
: _ instansi terkait)
instrumen.
Memerintahkan Pengelola Monitoring dan Evaluasi untuk ﬁ Instrumen, Bahan
. A 3 Instrumen, Bahan
8 menyiapkan instrumen beserta bahan kelengkapan Kelengkapan Monev ( B wanit Kelengkapan
monitoring dan evaluasi kegiatan untuk dibawa pada saat Juknis, Surat ke anmnozs
pelaksanaan monev instansi terkait) &
Instrumen, Bahan Sk Babs
Menyiapkan isntrumen dan bahan kelengkapam monev Kelengkapan Monev ( . ’
9 ; ; 5 menit Kelengkapan
kegiatan. Juknis, Surat ke P
Monitoring

instansi terkait})




PEMERINTAH PROVINS] KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP - [000.9.3 3 3y 54 IDK-VI2024

Tanggal Pembuatan i November 2023
Tanggal Revisi ;. 3 Juni 2024
Tanggal Efektif B 1 Januari 2025
Disahkan aleh

BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Penyusunan Laporan Pelaksanaan

b S0P Penyuluhan di Bidang Kehutanan

SEKSI PENYULUHAN

Kualifikasi pelaksana

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 1. Memahami sistematika penyusunan laporan
41 Tahun 1999. 2. Memahami Tata Naskah Dinas
2 Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-11/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan
4 Peraturan Menterikehutanan Nomor P.78/Menhut-1/2014 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan
5 Peraturan Menteri LHK Nomor P.36/Menihk-Setjen/2015 fentang Juknis Jabfung PK dan Angka Kreditnya
. Peraturan Menteri LHK Nomor P.74/Menlhk/Setien/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenkiatur Perangkat Daerah
7 Prov dan KabfiXota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang LH dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan
g. Peraturan Menteri LHK Nomor P.76/Menlhk/Setien/Kum. 1/8/2016 tentang PKS dan PKSM
9. Perka BKD Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kab/Kota yang Melaksanakan Urusan
10. Pemerintahan Ttg Kehutanan Selain yang Melaksanakan Pengelolaan Tahura Kab/Kota
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. ATK
2. Komputer/Laptop
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Laporan sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap pelaksanaan kegiatan.

1. Dicatat dan dismpan sebagai data manual dan elektronik

Kepala Dinas Kehutanan,

H. Joko Istantd, S.P., M.Si.
NIP 197508074000031003
itoring dan Evaluasi Kegiatan




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Pengelola : Kepala Keterangan
& Kasi Penyuluhan | Monitoring dan EELE Dinas TS syanataly Waktu Qutput
Evaluasi EEME Kehutanan Setsianas
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9
SOP Penyusunan Laporan
Menugaskan Pengelola Monitoring dan Evaluasi untuk ; o . A x Pelaksanaan Monitoring dan
5 menyusun Laporan. disposlsicaratan 2 menit disgosisl Evaluasi Kegiatan Penyuluhan
Dibidang Kehutanan
X
Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyusun konsep
2. |laporan, kemudian menyampaikan kepada Kasi Penyuluhan disposisi, data 420 menit konsep laporan
untuk dikoreksi.
Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, menyerahkan kepada
3. |Kabid untuk dikoreksi. Jika tidak setuju, mengembalikan konsep laporan 10 menit konsep laporan
kepada Pengelola Monitoring dan Evaluasi untuk diperbaiki.
Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, menyerahkan kepada >
4 |Kepala Dinas untuk dikoreksi. Jika tidak setuju, konsep laporan 10 menit konsep laporan
mengembalikan kepada Kasi Penyuluhan untuk diperbaiki.
Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, menugaskan Kabid
untuk mencetak final laporan dan memproses ; konsep laporan,
5 e . . konsep laporan 10 menit T
penandatanganan. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada disposisi
Kabid untuk diperbaiki.
6 Menugaskan Kasi Penyuluhan untuk mencetak final laporan konsep laporan, 5 menit konsep laporan,
dan memproses penandatanganan. disposisi disposisi
7 Menugaskan Pengelola Monitoring dan Evaluasi untuk konsep laporan, 5 menit konsep laporan,
mencetak final laporan dan memproses penandatanganan. disposisi disposisi
A 4
g Mencetak final laporan dan menyerahkan kepada Kasi untuk WO:mmﬁ _mu.c.ﬂms_ 15 menit konsep laporan
mendapatkan paraf. disposisi
9 Membubuhlkan paraf, kemudian menyerahkan kepada Kabid konsep laporan R EHE konsep laporan
untuk mendapatkan paraf.
A
10 Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan kepada Kepala Konsep laporam S konsep laporan

Dinas Kehutanan untuk mendapatkan tanda tangan.




Mutu Baku

Pelaksana
No Uraian Kegiatan Pengelola | .. Bidang Kepala Persyaratan)/ Keterangan
Kasi Penyuluhan | Monitoring dan m.%z_m Dinas o lenel Waktu Output
Evaluasi Kehutanan sy
Membubuhkan tanda tangan, kemudian menugaskan Kabid . laporan,
11 ; konsep laporan 5 menit . oy
untuk mengarsipkan laporan. disposisi
h 4
12 |Menugaskan Kasi untuk mengarsipkan laporan. _m.uoE.: g 5 menit #m..w.ou.m.s i
disposisi disposisi
i laporan ;
13 M I ] ’ i
engarsipkan laporan disposisi 5 menit arsip




PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINS! KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 000933 LY §5 /DK-V/2024

Tanggal Pembuatan Desember 2014

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan cleh Kepala Dinas Kehutanan,

H. Joko Istanto. S. )
NIP 197508072000031003

BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Nama SOP

Persiapan Pemberdayaan KTH Melalui Penirgkatan Kelola
Kelembagaan, Kelola Kawaasan dan Kelola Usaha (DBH DR)

SEKSI PENYULUHAN

\

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 41 Tahun 1999.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dagrah

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomar P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang PK PNS dan PKSM
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P_77/Menihk/Setien/Kumn. 1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P.67/Menlhk/Sefjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 Kepada 33 Gubernur
Pemerintah Daerah Provinsi

1. Harus memahamiimengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan berkaitan
dengan Sekolah lapang penyuluhan kehutanan
2 Harus memahami mekanisme pelaksanaan sekalah lapang

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengajuan Konsep Naskah Dinas i ATK
2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar 2. Komputer/Laptop
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Jika tidak dilaksanakan akan mempengaruhi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan

1. Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Penyusun Bahan Keterangan
Ka.Bidang PPMH |Kasi Penyuluhan Materi eyiaian Waktu Output
Penyuluhan Seleusiaran
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Melaporkan kepada Ka. Bidang PPMH mengenai rencana Mulai wom. memﬂmﬁms KTH
1 |Penyelenggaraan Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola - DPA 30 menit Nota Dinas 22_: 1 m._._um% m._mz_ -
Kelembagaan,Kelola Kawasan dan Kelola Usaha | elalyl FeninERatHh
Kelola Kelembagaan ,
Memberikan arahan, dan memerintahkan Kasi Penyuluhan v Kelola Kawasan dan
menyusun instrumen dan bahan kelengkapan Pemberdayaan KTH ; .. . ; i Kelola Usaha { DBH DR}
2 D t Dispo
Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan Kelola Kawasan dan sposist 1Fmienl 15posist
Kelola Usaha
Menugaskan Penyusun Bahan Materi Penyuluhan untuk menyusun A
3 |instrumen dan bahan kelengkapan Pemberdayaan KTH Melalui Disposisi 15 menit| Disposisi, Data
Peningkatan Kelola Kelembagaan,Kelola Kawasan dan Kelola Usaha
Menyusun instrumen dan bahan kelengkapan Pemberdayaan KTH A Konse T m—
Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan,Kelola Kawasan dan p . P :
4 . ; Instrumen, Bahan| 1200 menit Bahan
Kelola Usaha, kemudian menyerahkan kepada Kasi Penyuluhan K
etiledikoreles: Kelengkapan Kelengkapan
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan Pemberdayaan KTH
Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan,Kelola Kawasan dan Konse T T R a—
Kelola Usahalika setuju, membubuhkan paraf, kemudian p ; P ’
5 : ) Instrumen, Bahan 10 menit Bahan
menyerahkan instrumen dan bahan kelengkapan kegiatan kepada Velahslanan Kelengkapan
Kabid PPMH Jika tidak setuju, memerintahkan Penyusun Bahan SHRE 8
Materi Penyuluhan untuk memperbaiki instrumen. .
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan Pemberdayaan KTH
Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan,Kelola Kawasan dan
Kelola Usaha. Jika setuju, membubuhkan paraf, kemudian Konsep Konsep Instrumen,
6 |menyerahkan instrumen dan bahan kelengkapan Pemberdayaan Instrumen, Bahan 10 menit Bahan
KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan,Kelola Kawasan dan Kelengkapan Kelengkapan
Kelola Usaha kepada Kepala Bidang PPMH. Jika tidak setuju,
memerintahkan Kasi Penyuluhan untuk memperbaiki instrumen.
Memerintahkan Kasi Penyuluhan untuk menyimpan surat-menyurat Konsep Instrumen
8 dan kelengkapan untuk Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Instrumen, Bahan 5 renit ke *
Kelola Kelembagaan,Kelola Kawasan dan Kelola Usaha, serta Kelengkapan Kelengkapan
melaksanakan kegiatan sesuai waktu pelaksanaannya.
Menyimpan instrumen dan bahan kelengkapan Pemberdayaan KTH Instrumen, Bahan Konsep Instrumen,
9  |Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan,Kelola Kawasan dan Kelen ~. 5 menit Bahan
Kelola Usaha SlEapn Kelengkapan




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 0009.3.3/ L4 Sy /DK-VI2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh

Kepala Dinas Kehutanan,

H. Joko Istantp, S.P., M.SI.
NIP 197508073000031003

BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Nama SOP

Penyusunan Laporan Pemberdayaan KTH Melalui Reningkatan Kelola Kelembagaan,Kelola
Kawasan dan Kelola Usaha

SEKSI PENYULUHAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41
Tahun 1999.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P.76/Menihk/Setjern/Kum.1/8/2016 tentang PK PNS dan PKSM

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nemar P.77/Menlhk/Setien/Kum.1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan

4, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedeman Pelaksanaan

Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 Kepada 33 Gubernur

Pemerintah Daerah Provinsi

1. Memahami sistematika penyusunan laporan
2. Memahami Tata Naskeh Dinas

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. ATK
2. Komputer/Laptop
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1 Laporan sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban sefiap pelaksanaan kegiatan.

1. Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Penyusun : ; Keterangan
Kasi Penyuluhan | Bahan Materi KaBidang | Kepala Dinas |  Persyaratan/ Waktu Qutput
PPMH Kehutanan Kelengkapan
Penyuluhan

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9

M Kan P han M , luh SOP Penyusunan Laporan
1, [ cnugas mm enynsun Bahan Makeri Penyuluban untilk disposisi, catatan 30 menit disposisi Pemberdayaan KTH

menyusun Laporan. Melalui Peningkatan

Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyusun konsep Mm"o”m Mm_mgwmmwww.
2. |laporan, kemudian menyampaikan kepada Kasi Penyuluhan disposisi, data 420 menit konsep laporan godd tavasan

: . 7Y Kelola Usaha

untuk dikoreksi.

Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, menyerahkan kepada
3. |Kabid untuk dikoreksi. Jika tidak setuju, mengembalikan konsep laporan 10 menit | konsep laporan

kepada Penyusun Bahan Materi Penyuluhan untuk diperbaiki.

Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, menyerahkan kepada \/
4 |Kepala Dinas untuk dikoreksi. Jika tidak setuju, konsep laporan 10 menit konsep laporan

mengembalikan kepada Kasi Penyuluhan untuk diperbaiki.

Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, menugaskan Kabid

untuk mencetak final laporan dan memproses ; konsep laporan,

1 1 10 menit ; :

8 penandatanganan. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada AeREROSR P disposisi

Kabid untuk diperbaiki.
6 Menugaskan Kasi Penyuluhan untuk mencetak final laporan h konsep laporan, 5 menit konsep laporan,

dan memproses penandatanganan. disposisi disposisi

A 4

7 Menugaskan Penyusun Bahan Materi Penyuluhan untuk konsep laporan, E— konsep laporan,

mencetak final laporan dan memproses penandatanganan. disposisi disposisi

A 4

3 Mencetak final laporan dan menyerahkan kepada Kasi untuk _S;mwv ﬂmmo.ﬂmsh 15 menit konsep laporan

mendapatkan paraf. disposisi

y

9 Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan kepada Kabid Forser EroTan ahiE konsep laporan

untuk mendapatkan paraf.

v

10 Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan kepada Kepala konsep laporan 5 menit konsep laporan

Dinas Kehutanan untuk mendapatkan tanda tangan.




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Penyusun i ; Keterangan
Kasi Penyuluhan | Bahan Materi KaBidang | KepalaDinas | Persyaratan/ Waktu Output
PPMH Kehutanan Kelengkapan
Penyuluhan

Membubuhkan tanda tangan, kemudian menugaskan Kabid y ¢
11 : _ konsep laporan 5 menit | laporan, disposisi

untuk mengarsipkan laporan.

A

12 |Menugaskan Kasi untuk mengarsipkan laporan. laporan, disposisi 5 menit | laporan, disposisi
13 |Mengarsipkan laporan. laporan, disposisi 5 menit arsip




Nomor SOP 000.9.3.3/ HASY /DK-V/2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi - {3.Juni 2024
Tanggal Efektif . |1 Januari 2025
Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istanto} S.P., M.Si.
NIP 187508072p00031003
i Peni K , Kelol
BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Narma SOP Penyusunan Laporan Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan elola Kelembagaan, Kelola
Kawasan dan Kelola Usaha
SEKSI PENYULUHAN
i
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41
Tahun 1999.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P.76/Menlhk/Sefjen/Kum.1/8/2016 tentang PK PNS dan PKSM

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P.77/Menlhk/Setien/Kum.1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P 83/Menlhk/Setien/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Scsial

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomar P.67/Menlhi/Setien/Kum. 1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 Kepada 33 Gubernur

Pemerintah Daerah Provinsi

1. Memahami sistematika penyusunan laporan
2. Memahami Tata Neskah Dinas

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. ATK
2. Komputer/Laptop
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1 Laperan sangat penting sebagai benfuk pertanggungjawaban sefiap pelaksanaan kegiatan.

1. Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elekironik




Kawasan dan Kelola Usaha

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan ; ; Penyusun Keterangan
epals Dines EaBidang Kasi Penyuluhan| Bahan Materi Bersysa Waktu Qutput
Kehutanan PPMH Kelengkapan
Penyuluhan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SOP Pelaksanaan

Menugaskan Kabid PPMH untulk melaksanakan Pemberdayaan KTH

1 Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Nota Di 10 hit Dispasist Melalui Peningkatan
" |Kelembagaan,Kelola Kawasan dan Kelola Usaha sesuai lalinte ment E Kelola Kelembagaan,
disposisi. Kelola Kawasan dan
Kelola Usaha

Menugaskan Kasi Penyuluhan untuk menyiapkan

instrumen dan bahan kelengkapan kegiatan Pemberdayaan . - .. | Instrumen, Jadwal
2 KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan,Kelola Pisgoglst 10 menit Kegiatan

Kawasan dan Kelola Usaha dan jadwal pelaksanaan.

Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan KTH Melalui A
3. |Peningkatan Kelola Kelembagaan,Kelola Kawasan dan —lll_ HSmﬂEam.? Jadwal 840 menit Data

Kegiatan

Kelola Usaha

Menyusun konsep laporan hasil kegiatan Pemberdayaan
4 |KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan,Kelola Data 420 menit| Konsep Laporan




Nomor SOP 0009.3.3/ \_wd.m@ IDK-V/2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3.Juni 2024
Tanggal Efektif 1 Januari 2025
Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istantd, S.P., M.Si.
NIP 197508072000031003
BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN Nama SOP Penyusunan Laporan Sosialisasi m_maﬁmsm: Sosial

SEKS| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1899
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2018 tentang Perhutanan Sosial

1, Memahami f mengstahui Peraturan-Peraturan Kehutanan yang berkaitan dengan
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

2. Memahami kewajiban Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial

3. Mampu melakukan pengkajian dokumen Peraturan terkait

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. RPJMD dan RKPD 1. Xoatcﬁm_.
2. Renstra, Renja, DPA 2. Printer
3. Data Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial 3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Stakehoulder dan Instansi Teknis terkait serta Aparat Pemerintahan Desa terkait
2. Tim Sosialisasi Perhutanan Sosial mengikut sertakan Petugas di KPH

3. Dibuat time schedule terkait dengan kegiatan penyusunan laporan sosialisasi Perhutanan Sosial

4. Pembuatan laparan hasil kegiatan penyusunan laporan sosialisasi Perhutanan Sosial

1. Disimpan dalam bentuk file soft copy dan hard copy
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kepala Seksi Kabid | Kepala Ket.
t
PMH Pelaksana PPMH D Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan Pelaksana Seksi untuk menyusun B 1 w . . .. |SOP Penyusunan Laporan
L Laporan. disposislcatagn. | 0 epks digpostsi Sosialisasi Perhutanan Sosial
Mengumpulkan dan mengolah data, serta
menyusun konsep laporan, kemudian ) - . konsep
B menyampaikan kepada Kepala Seksi untuk disposisidata. | 120 ment laporan
dikoreksi.
Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, :/ Konse
3. |menyerahkan kepada Kepala Bidang jika tidak o konsep laporan 30 menit o oH.mw
setuju dikembalikan untuk diperbaiki. P
Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju diparaf . _
4. |Jika tidak setuju, dikembalikan untuk untuk : konsep laporan 15 menit la oEﬂ
diperbaiki. P
Menugaskan Pelaksana Seksi........ untuk —”w T Ta— konsep
7. |mencetak final laporan dan memproses &M o%ﬂ ' 5 menit laporan,
penandatanganan. p disposisi
8 Mencetak final laporan dan menyerahkan konsep laporan, 20 menit konsep
" |kepada Kepala Seksi untuk mendapatkan paraf. disposisi laporan
Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan konsep
9. |kepada Kepala Bidang untuk mendapatkan konsep laporan 5 menit Lt
paraf. P
10 Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan T, a— laporan,
" |kepada Dinas untuk mendapatkan tanda tangan. plap disposisi
Membubuhkan tanda tangan, kemudian laporan
11. |menugaskan Kepala Bidang untuk konsep laporan 5 menit &M oﬂm‘m
mengarsipkan laporan. P
12 Menugaskan Kepala Seksi untuk mengarsipkan e T m & warife laporan,
" |laporan. poran, cisp disposisi
A 4
13. |Mengarsipkan laporan. A v laporan, disposisi 5 menit arsip




Nomor SOP 0009.3.3/ LAS®y /DK-VI2024

Tanggal Pembuatan Desember 2014 4

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TMUR H. Joko Istantb, S.P., M.Si.

NIP 19750807000031003

BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN Nama SOP Pelaksanaan Sosialisasi Perhutarian Sosial

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN *

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 1. Memahami / mengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan yang berkaitan dengan
Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial 2. Memahami kewajiban Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial
3. PP No. 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan 3. Mampu melakukan pengkajian dokumen Peraturan terkait

4, Permen LHK No. 9 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.8S/MENLHK/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Pedoman KTH

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. RPJMD dan RKPD 1. Komputer
2. Renstra, Renja, DPA 2. Printer
3. Data Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial 3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. Diperiukan koordinasi dengan seluruh Stakehoulder dan Instansi Teknis terkait serta Aparat Pemerintahan Desa terkait 1. Disimpan dalam bentuk file soft copy dan hard copy
2. Tim Sosialisasi Perhutanan Sosial mengikut sertakan Petugas di KPH 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

3. Dibuat time schedule terkait dengan kegiatan pelaksanaan sosialisasi perhutanan Sosial
4. Pembuatan laporan hasil kegiatan pelaksanaan sosialisasi perhutanan Sosial




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kepal : 1 K Ket.
pala Seksi Narasumb | Kepala epala Waktu Ottt
PMH Pelaksana s Dinas B Kelengkapan p
surat undangan, surat SOP pelaksanaan
; permintaan narasumber, Sosialisasi
Menyiapkan bahan kelengkapan membuka acara Perhutanan
pelaksanaan Sosialisasi Peraturan bidang pemibscaan aom. Sosial
1. |Perhutanan Sosial, serta memerintahkan konsumsi .nm::vmﬁ 60 menit disposisi
Pelaksana .... untuk menyiapkan tempat wm_mem.:mm:
pelaksanaan kegiatan. penggandaan peraturan,
daftar hadir
Menyiapkan tempat pelaksanaan ; o :
. d 30 menit laporan
2 kegiatan, bahan, dan daftar hadir. Isposist P
; . bahan
3. |[Membagikan bahan sosialisasi. laporan 15 menit ——
Melaksanakan sosialisasi Peraturan i .. | pelaksanaan
i bidang Perhutanan Sosial. At soslalisast sl EeHl sosialisasi
Memerintahkan Kepala Seksi untuk !
5, [menyusun laporan pelakisansan keglatan D pelaksanaan sosialisasi 10 menit disposisi

sosialisasi Peraturan bidang Perhutanan
Sosial .




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 0009.3.3/ G po /DK-VI2024

Tanggal Pembuatan Desember 2014

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,

NIP 1975(8072000031003

BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Nama SOP Persiapan Sosialisasi Perhutghan Sosial

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1939

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

1. Memahami/ mengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan yang berkaitan dengan
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

2. Memahami kewajiban Pemegang Hak Pengelolaan Perutanan Sosial

3. Mampu melakukan pengkajian dokumen Peraturan terkait

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1, RPJMD dan RKPD 1. Komputer
2. Renstra, Renja, DPA 2. Printer
3. Data Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial 3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Diperiukan koordinasi dengan seluruh Stakehoulder dan Instansi Teknis terkait serta Aparat Pemerintahan Desa terkait
2, Tim Sosialisasi Perhutanan Sosial mengikut sertakan Petugas di KPH

3. Dibuat time schedule terkait dengan kegiatan persiapan sosialisasi perhutanan Sosial

4. Pembuatan laporan hasil kegiatan persiapan sosialisasi perhutanan Sosial

1. Disimpan dalam bentuk file soft copy dan hard copy
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Bidang Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kabi Ket.
abid ; Kepala
< Kelengkapan Wakiu Output
PPMH Kasi PMH | Pelaksana Dinas gkapa p
. Em_ﬁmz:.ﬁmrwmz .mwvm_wwmxmu :ic:.ﬁm:ﬁmﬁ#m: — i . i . SOP Persiapan Sosialisasi
. |pelaksanaan mOm._m isasi Peraturan bidang / menit isposisi Parkiittian Sosisl

Perhutanan Sesial.

Memerintahkan Pelaksana ......untuk menyiapkan
2. |surat-menyurat dan kelengkapan untuk disposisi 15 menit disposisi

sosialisasi Peraturan bidang Perhutanan Sosial .

surat undangan, surat
. permintaan narasumber,
Menyiapkan dan melaporkan surat-menyurat
ot ; - .. | membuka acara, pembacaan doa,

3. [dan kelengkapan untuk sosialisasi Peraturan disposisi 420 menit .

—— Sosial konsumsi, tempat pelaksanaan,

HEals HELED. 2Rl penggandaan peraturan, daftar
hadir

Melaporkan lebih lanjut persiapan pelaksanaan
4. |sosialisasi Peraturan bidang Perhutanan Sosial laporan kesiapan | 15 menit laporan kesiapan

kepada Kepala Bidang.

Melaporkan lebih lanjut persiapan pelaksanaan
5. |sosialisasi Peraturan Peraturan bidang laporan kesiapan | 15 menit laporan kesiapan

Perhutanan Sosial kepada Kepala Dinas.

Menerima laporan kesiapan pelaksanaan

sosialisasi Peraturan bidang Perhutanan Sosial 2 ; ; s
6. ; ' laporan kesiapan | 15 menit disposisi

dan memerintahkan Kepala Bidang untuk

melaksanakan sosialisasi.

Memerintahkan Kepala Seksi untuk menyimpan

surat-menyurat dan kelengkapan untuk
7. |sosialisasi Peraturan bidang Perhutanan Sosial, disposisi 5 menit disposisi

serta melaksanakan kegiatan sesuai waktu

pelaksanaannya.

surat undangan, surat
permintaan narasumber,
i - . . bul ra, pembacaan doa,

5 Menyimpan surat-menyurat dan kelengkapan disposisi 5 menit membuka acara, p

untuk sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

konsumsi, tempat pelaksanaan,
penggandaan peraturan, daftar
hadir




Nemor SOP 0009.3.3/ ‘Wd@ ( /DK-\V/2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni2024
Tanggal Efeklif 1 Januari 2025
Disahkan ofeh Kepala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istanto] S.P., M.Si.
NIP 19750807200031003
BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN Nama SOP Penyusunan Laporan Pengembanpan Perhutanan Sosial

SEKS| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/Menlhk/Setien/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

1. Memahami / mengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan yang berkaitan dengan
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

2. Memahami kewajiban Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial

3. Mampu melakukan pengkajian dokumen Peraturan terkait

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. RPJMD dan RKPD 1. Komputer
2. Renstra, Renja, DPA 2. Printer
3. Data Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial 3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Stakehoulder dan Instansi Teknis terkait serta Aparat Pemerintahan Desa terkait
2. Tim Pengembangan Perhutanan Sosial mengikut sertakan Petugas di KPH

3. Dibuat time schedule terkait dengan kegiatan penyusunan laporan pengembangan perhutanan Sosial

4, Pembuatan laporan hasil kegiatan penyusunan laporan pengembangan perhutanan Sosial

1. Disimpan dalam bentuk file soft copy dan hard copy
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Pengelola
No Uraian Kegiatan .| budidaya dan id e Ket
x%wﬁm%a i e WW zm: Em.w w Kelengkapan Waktu Output
Perkebunan dan
Kehutanan
Menugaskan Pengelola budidaya dan Pengembangan Perkebunan @ - y e SOP Penyusunan Laporan
L dan Kehutanan untuk menyusun Laporan. disposisi, catatan Blment Sl Pengembangan Perhutanan Sosial
2 Mengumpulkan n_ms sz.mowmr data, serta menyusun konsep disposisi, data 240 menit konsep laporan
laporan, untuk dikoreksi.
Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, menyerahkan kepada
3. | Kepala Bidang untuk dikoreksi. Jika tidak setuju, dikembalikan konsep laporan 120 menit konsep laporan
untuk diperbaiki.
Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, diparaf jika belum setuju .
g konsep laporan 20 menit konsep laporan
4 dikembalikan untuk diperbaiki. pIap B
; Wmﬂzwﬁﬁnmﬁm_mwﬂmzm _umsmm_&mwg&amwm &w: Mmuzmmgvm%mmz & . konsep laporan, _— konsep laporan,
erkebunan dan Kehutanan untuk mencetak final laporan dan disposisi disposisi
memproses penandatanganan.
6 Mencetak final laporan dan menyerahkan kepada Kepala Seksi wczm_.wﬁ _mnc.ﬂms. 20 menit konsep laporan
untuk mendapatkan paraf. _ disposisi
7 _s.maw_.&::wm,: paraf, kemudian menyerahkan kepada Kepala Konsep laporan . konsep laporan
Bidang untuk mendapatkan paraf.
g Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan kepada Dinas untuk konsep laporan 5 menit konsep laporan
mendapatkan tanda tangan.
9 _S,mE_u:ccrwms tanda ﬁ:mms. kemudian menugaskan Kepala Kotisep laporan 5 menit laporan, disposisi
Bidang untuk mengarsipkan laporan.
10|Menugaskan Kepala Seksi untuk mengarsipkan laporan. laporan, disposisi 5 menit laporan, disposisi
11 |Mengarsipkan laporan. laporan, disposisi 5 menit arsip




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 0009.3.3/ Byl /DK-v/2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,

H. Joko Istahto, S.P., M.Si.
NIP 197508472000031003

BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Nama SOP Pelaksanaan mmnmmavm:mmr Perhutanan Sosial

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2004 1. Memahami / mengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan yang berkaitan
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016| 2. Memahami kewajiban Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial
tentang Perhutanan Sosial 3. Mampu melakukan pengkajian dokumen Peraturan terkait

3 PP No. 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

4  Permen LHK No. 9 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial

5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.89/MENLHK/Setjen/Kum.1/8/2018

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. RPJMD dan RKPD
2. Renstra, Renja, DPA
3. Data Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Stakehoulder dan Instansi Teknis terkait serta Aparat Pemerintahan
2. Tim Pengembangan Perhutanan Sosial mengikut sertakan Petugas di KPH

3. Dibuat time schedule terkait dengan kegiatan pelaksanaan pengembangan perhutanan Sosial

4. Pembuatan laporan hasil kegiatan pelaksanaan pengembangan perhutanan Sosial

1. Disimpan dalam bentuk file soft copy dan hard copy
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Bidang Mutu Baku
Pengelola
No Uraian Kegiatan Kepala . | budidaya dan : Ket.
Kepala Dinas | Bidang Wmtm_uﬁ mem. Pengembangan H%MHMH Kelengkapan Waktu Output
PPMH Perkebunan dan
Kehutanan
Menugaskan Kepala Bidang untuk melaksanakan kegiatan . ; . .. SOP Penyusunan
s 10 menit Disposisi
H Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial . @ Hiota bitias 3 Laporan
Menugaskan Kepala Seksi untuk menyiapkan instrumen Instrumen
2. |dan bahan kelengkapan Fasilitasi Pengembangan Disposisi 120 menit| Monitoring, Jadwal
Perhutanan Sosial dan jadwal pelaksanaan. Kegiatan
ﬁ : _ Z _ _ : _ Instrumen
3. {Melaksanakan Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial Monitoring, Jadwal| 1200 menit Data
_ _ Kegiatan
. . e . h
3 Menyusun konsep laporan hasil kegiatanFasilitasi G Dt 120 menit| Konsep Laporan

Pengembangan Perhutanan Sosial




Nomor SOP 0009.3.3 leD IDK-V/2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efekiif 1 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istan
NIP 197508072000031003
BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN Nama SOP Persiapan Pengembangan Perhgitanan Sosial

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1893

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/Menthk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

1. Memahami / mengetahui Peraluran-Peraturan Kehutanan yang berkaitan dengan
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
2. Memahami kewajiban Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial

3. Mampu melakukan pengkajian dokumen Peraturan terkait

~ -

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. RPJMD dan RKPD 1. Komputer
2. Renstra, Renja, DPA 2. Printer
3. Data Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial 3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Stakehoulder dan Instansi Teknis terkait serta Aparat Pemerintahan Desa ferkait
2. Tim Pengembangan Perhutanan Sosial mengikut sertakan Petugas di KPH

3. Dibuat time schedule terkait dengan kegiatan persiapan pengembangan perhutanan Sosial

4. Pembuatan laporan hasil kegiatan persiapan pengembangan perhutanan Sosial

1. Disimpan dalam bentuk file soft copy dan hard copy
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Bidang Mutu Baku
Pengelola
No Uraian Kegiatan ; ; budidaya dan Ket.
g xmvwﬁwm_nm. WW”\HM Pengembangan | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Perkebunan dan
Kehutanan
Melaporkan kepada Kepala Bidang mengenai rencana Fasilitasi SO Perstapin
1. . @ DPA 30 menit Disposisi Pengembangan
Pengembangan Perhutanan Sosial . ;
Perhutanan Sosial
Memberikan arahan, dan memerintahkan Kepala Seksi menyusun
2. |instrumen dan bahan kelengkapan Fasilitasi Pengembangan Disposisi 15 menit Disposisi
Perhutanan Sosial kegiatan.
Menugaskan pengelola budidaya dan Pengembangan Perkebunan
3 |dan Kehutanan untuk menyusun instrumen dan bahan kelengkapan Disposisi 15 menit Disposisi
Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial
Menyusun instrumen dan bahan kelengkapan Fasilitasi Konsep Instrumen, Konsep Instrumen,
4 |Pengembangan Perhutanan Sosial , kemudian menyerahkan kepada Bahan Kelengkapan | 480 menit | Bahan Kelengkapan
Kepala Seksi untuk dikoreksi. Pengembangan Pengembangan
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan Fasilitasi Konsep Instrumen, Konsep Instrumen,
5 |Pengembangan Perhutanan Sesial. Jika setuju, membubuhkan paraf, Bahan Kelengkapan 240 menit | Bahan Kelengkapan
Jika tidak setuju, dikembalikan untuk memperbaiki instrumen. Pengembangan PS Pengembangan PS
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan Fasilitasi Konsep Instrumen, Instrumen, Bahan
6. |Pengembangan Perhutanan Sosial. Jika setuju, membubuhkan paraf, Bahan Kelengkapan 120 menit Kelengkapan
Jika tidak setuju, dikembalikan untul memperbaiki instrumen. Pengembangan PS Pengembangan PS
Memeriksa instrumen dan _um:m.n Wm._mnmwﬂu.m: Fasilitasi Konsep Instrursen, Instrumen, Bahan
” Pengembangan Perhutanan Sesial. Jika setuju, membubuhkan tanda Bahian Ealerplanu 30 menit Rlsnliiin
tangan, Jika tidak setuju, memerintahkan Kepala Bidang untuk ENpAe gap
i Pengembangan PS Pengembangan PS
memperbaiki instrumen.
Memerintahkan pelaksana Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Instrumen, Bahan Instrumen, Bahan
8 |Sosial untuk menyiapkan instrumen beserta bahan kelengkapan Kelengkapan 5 menit Kelengkapan
Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial Pengembangan PS Pengembangan PS
Instrumen, Bahan Instrumen, Bahan
9 |Menyiapkan instrumen dan bahan kelengkapan monitoring kegiatan. Kelengkapan 10 menit Kelengkapan
Pengembangan PS Pengembangan PS




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 0009.3.3/ DY b /DK-V/2024

Tanggal Pembuatan Desember 2014

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,

H. Joko Istanto, S.8., M.Si.
NIP 19750807200Q031003

BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Nama SOP Penyusunan Laporan Pengeloaan CLW Usaha PS

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/Menlhk/Setien/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

1. Memahami/ mengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan yang berkaitan dengan
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

2. Memahami kewajiban Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial

3. Mampu melakukan pengkajian dokumen Peraturan terkait

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. RPJMD dan RKPD 1. Komputer
2. Renstra, Renja, DPA 2. Printer
3. Data Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial 3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Stakehoulder dan Instansi Teknis terkait serta Aparat Pemerintahan Desa terkait
2. Tim Pengembangan Perhutanan Sosial mengikut sertakan Petugas di KPH

3. Dibuat time schedule terkait dengan kegiatan penyusunan laporan pengembangan perhutanan Sosial

4, Pembuatan laporan hasil kegiatan penyusunan laporan pengembangan perhutanan Sosial

1. Disimpan dalam bentuk file soft copy dan hard copy
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
N Pengelola Usaha o
Q Uraian Kegiatan Kepala Seksi Tani Kabid | Kepala c
tput
PMH Perkebuanan PPMH Dinas Relenzkapa Wl Ot
dan Kehutanan
Menugaskan Pengelola Usaha Tani Perkebunan dan ﬂ. o . ; . SOP Penyusunan Laporan
b Kehutanan untuk menyusun Laporan. disposisi.catatan; | S0 mentt glEppsist Pengelolaan Unit Usaha PS
2 Mengumpulkan dan szw.owm: mm.ﬁm, serta menyusun disposisi, data 240 menit| konseplaporan
konsep laporan, untuk dikoreksi.
Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, menyerahkan
3. |kepada Kepala Bidang untuk dikoreksi. Jika tidak konsep laporan | 120 menit | konsep laporan
setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.
Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, diparafjika 5 .
A ’ ki 1 20 t| konseplaporan
4 belum setuju dikembalikan untuk diperbaiki. onsep laporan meni onsep lap
Menugaskan Pelaksana Pengelola Usaha Tani _u T T konsep lapoman
5 |Perkebunan dan Kehutanan untuk mencetak final &m_u o.%m_. ! 5 menit Hispasisi :
laporan dan memproses penandatanganan. P
6 Mencetak mﬁ_ laporan dan menyerahkan kepada wonmww vmno.ﬂ.mF 20 menit| Konseplaporan
{Kepala Seksi untuk mendapatkan paraf. disposisi
Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan kepada .
’ k lapor 5 t] k laporan
7 Kepala Bidang untuk mendapatkan paraf. onsepaporan ment ansepfapor
8 Z.mn:u:w:rwm: paraf, kemudian menyerahkan kepada T T— 5 menit| konsep laporan
Dinas untuk mendapatkan tanda tangan.
v
i _
9 Zme:_UEJWm: tanda tangan, w.mB:a_m: menugaskan 1 _ konsep laporan 5 menit | laporan, disposisi
Kepala Bidang untuk mengarsipkan laporan.
10 |Menugaskan Kepala Seksi untuk mengarsipkan laporan. laporan, disposisi 5 menit | laporan, disposisi
v
11 {Mengarsipkan laporan. ( ) laporan, disposisi 5 menit arsip




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 0009.3.3/ 5T &5 [DK-V/2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,

H. Joko Istanto, S.P., M.Si.

NIP 19750807200&031003

BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Nama SOP Pelaksanaan Pengelolaan Unit Usah*Perhutanan Sosial

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1998

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

1. Memahami/ mengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan yang berkaitan dengan
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

2. Memahami kewajiban Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial

3. Mampu melakukan pengkajian dokumen Peraluran terkait

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1, RRJMD dan RKPD 1. Komputer
2. Renstra, Renja, DPA 2. Printer
3. Data Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial 3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Stakehoulder dan Instansi Teknis terkait serta Aparat Pemerintahan Desa terkait
2. Tim Pengembangan Perhutanan Sosial mengikut sertakan Petugas di KPH

3. Dibuat time schedule terkait dengan kegiatan pelaksanaan pengembangan perhutanan Sosial

4, Pembuatan laporan hasil kegiatan pelaksanaan pengembangan perhutanan Sosial

1. Disimpan dalam bentuk file soft copy dan hard copy
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Mutu Baku

Bidang
No st i Kepala . | Pengelola Usaha 2 Ket.
% Kepala Dinas | Bidang xmvw__ﬂm%m_ Tani Perkebunan H.M._MMMM Kelengkapan Waktu Output
PPMH dan Kehutanan
. SOP Pelaksanaan
1. Menugaskan Kepala Bidang untuk melaksanakan AU Nota Dinas 10 menit Disposisi Pengelolaan Unit Usaha
kegiatan Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial . Perhutanan Sosial
Menugaskan Kepala Seksi untuk menyiapkan TnsRTiiEH
2 Emﬁwﬁzm: dan bahan kelengkapan mmmﬂ._;mm_ Usaha Disposisi 120 menit| Monitoring
Tani Perkebuanan dan Kehutanan dan jadwal Jadwal Kegiatan
pelaksanaan.
y v
Melaksanakan Fasilitasi Fasilitasi Usaha Tani Lol | 2 En Instien
3. elaksanakan Fasilitasi Fasilitasi Usaha Tani Monitoring, | 1200 menit Data
Perkebuanan dan Kehutanan ﬁ Jadwal Kegiatan
. a1 s s . v
4 Menyusun konsep laporan hasil Fasilitasi Fasilitasi mU it 120 menit| Konsep Laporan

Usaha Tani Perkebuanan dan Kehutanan




Nomor SOP 0009.3.3/ el IDK-VI2024

Tanggal Pembuatan Desember 2014

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istantd, S.P., M.Si.
NIP 19750807p000031003

BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN Nama SOP Persiapan Pengelolaan Unit CmmL aPS

—~

SEKS! PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1899 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 1. Memahami { mengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan yang berkaitan dengan
Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1898 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum. 1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial 2. Memahami kewajiban Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial

3. Mampu melakukan pengkajian dokumen Peraturan terkait

Keterkaitan Peralataniperlengkapan
1. RPJMD dan RKPD 1. Komputer
2. Renstra, Renja, DPA 2. Printer
3. Data Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial 3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Stakehoulder dan Instansi Teknis terkait serta Aparat Pemerintahan Desa terkait 1. Disimpan dalam bentuk file soft copy dan hard copy
2. Tim Pengembangan Perhutanan Sosial mengikut sertakan Petugas di KPH 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

3, Dibuat time schedule terkait dengan kegiatan persiapan pengembangan perhutanan Sosial
4, Pembuatan laporan hasil kegiatan persiapan pengembangan perhutanan Sosial




Bidang Mutu Baku
Pengelola o
No Uraian Kegiatan Foriii Sales Kabid ha Tani et.
pala Seksi abi usaha Tani : | Waktu Dbt
PMH PPMH e Kepala Dinas Kelengkapan tp
dan Kehutanan
i i SOP Persiapan
1 Emy.m.wommm: kepada Kepala Bidang Emzm.m:m_ rencana DPA 30 menit Disposisi ersiap i
Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial . Pengelolaan Usa
Memberikan arahan, dan memerintahkan Kepala Seksi
2. |menyusun instrumen dan bahan kelengkapan Fasilitasi Disposisi 15 menit Disposisi
Pengembangan Perhutanan Sosial kegiatan.
Menugaskan pengelola Usaha Tani Perkebunan dan
3 |[Kehutanan untuk menyusun instrumen dan bahan Disposisi 15 menit Disposisi
kelengkapan Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial
Menyusun instrumen dan bahan kelengkapan Fasilitasi Konsep Instrumen, Konsep Instrumen,
4 |Usaha Tani Perkebuanan dan Kehutanan , kemudian > Bahan Kelengkapan | 480 menit | Bahan Kelengkapan
menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk dikoreksi. Usaha Tani Usaha Tani
W\Hmﬂu.m Ewmw SMQ%SW:@.”SM _uwmsms WmﬁwmsmM m_m an m.mm.:w.mm ' Konsep Instrumen, Konsep Instrumen,
5 [ o .ﬁmm_ sana ©ani Fersehuanan can € wﬁm:m: [ Bahan Kelengkapan | 240 menit | Bahan Kelengkapan
meE_ Ewgccwcrwmﬁ paraf, rwm.n.im_ﬂ setuju, Usaha Tani PS Usaha Tani PS
dikembalikan untuk memperbaiki instrumen.
Emﬁm%mm qu:Sm.n dan bahan kelengkapan ﬂmﬂ:n.mmm Konsep Instrumen, Instrumen, Bahan
6. mmm__._nmﬂ Usaha Tani wm_.me:msmn.ams mmrﬁ._gsm: .Jika Bahan Kelengkapan | 120 menit | Kelengkapan Usaha
mm..EE. Ew:&:wcrmﬁs paraf, Twm.._“.imw setuju, Usaha Tani PS Tani PS
dikembalikan untuk memperbaiki instrumen.
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan Fasilitasi
Usaha Tani Perkebuanan dan Kehutanan l. Jika setuju, Konsep Instrumen, Instrumen, Bahan
7 |membubuhkan tanda tangan. Jika tidak setuju, Bahan Kelengkapan 30 menit | Kelengkapan Usaha
memerintahkan Kepala Bidang untuk memperbaiki Usaha Tani Tani PS
instrumen.
Memerintahkan Fasilitasi Usaha Tani Perkebuanan dan Instrumen, Bahan Instrumen, Bahan
8 |Kehutanan untuk menyiapkan instrumen beserta bahan Kelengkapan Usaha 5 menit | Kelengkapan Usaha
kelengkapan Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial. Tani PS Tani PS
: 3 Instrumen, Bahan Instrumen, Bahan
9 Emsu.:mmwﬁms Em..nEEms A alamkalengkapen Kelengkapan Usaha 10 menit | Kelengkapan Usaha
monitoring kegiatan. Tani PS Tani PS




Nomor SOP 0009.331 2q% /DK-VI2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024
Tanggal Efektif 1 Januari 2025
Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istantd, S.P., M.Si.
NIP 19750807£000031003
BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN Nama SOP Penyusunan Laporan Monitoring daf Evaluasi Perhutanan Sosial

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ; P.83/Menlhk/Setien/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

1. Memahami/ mengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan yang berkaitan dengan
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
2. Memahami kewajiban Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial

3. Mampu melakukan pengkajian dokumen Peraturan terkait

Keterkaitan Peralataniperlengkapan
1. RPJMD dan RKPD 1. Komputer
2. Renstra, Renja, DPA 2. Printer
3. Data Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial 3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Stakehoulder dan Instansi Teknis terkait serta Aparat Pemerintahan Desa terkait
2. Tim Moenitoring dan Evaluasi mengikut sertakan Petugas di KPH

3. Dibuat time schedule terkait dengan kegiatan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi perhutanan Sosial

4. Pembuatan laporan hasil kegiatan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi perhutanan Sosial

1. Disimpan dalam bentuk file soft copy dan hard copy
2. Disimpan sebagai data elekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kepala Seksi Kabid Kepal Ket.
pala Seksi abi epala K Waktu Sutt
PMH Pelaksana PPMH Dinas Kelengkapan a utp
i SOP Penyusunan Laporan
1. Menugaskan Pelaksana Seksi Pemberdayaan Hutan @\ disposisi, catatan 30 menit disposisi Monitoring dan Evaluasi
untuk menyusun Laporan. Patlittatan Sasial
2. Mengumpulkan dan Smwmo_mr mmﬂmh Sertamenyusan disposisi, data 480 menit| konseplaporan
konsep laporan,untuk dikoreksi.
Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju di paraf . Jika K : .
. onsepl an 120 menit| konseplaporan
2 tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. RAARCE plap
Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju di paraf. Jika :
. k ] 60 t laporan,
4 tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. : OLSFP leperan AR ap
Menugaskan Pelaksana Seksi Pemberdayaan D .
7. |Masyarakat untuk mencetak final laporan dan laporan 5 menit Laporan
memproses penandatanganan.
Mencetak final laporan dan menyerahkan kepada .
L 25 t Laporan
& Kepala Seksi untuk mendapatkan paraf. H aporatl e E
Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan :
\ ! Lapor: 5 menit Laporan
. kepada Kepala Bidang untuk mendapatkan paraf. BR = . -
Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan
10. |kepada Kepala dinas untuk mendapatkan tanda Laporan 5 menit Laporan
tangan.
11. ZmEvccmrxm: tanda tangan, W.m::imma menugaskan Laporan £ it Laporan
Kepala Bifdang untuk mengarsipkan laporan.
12. Menugaskan Kepala Seksi untuk mengarsipkan L 2 watile Laporan
laporan.
13. |Mengarsipkan laporan. Laporan 5 menit arsip




Nomor SOP 0009.3.3/ 51108 IDK-V/2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024
Tanggal Efektif 1 Januari 2025
Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istanto} S.P., M.Si,
NIP 197508072000031003
BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN Nama SOP Pelaksanaan Monitoring dan mﬁaﬁn Perhutanan Sosial
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 1. Memahami / mengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan yang berkaitan dengan
Undang-undang Nomor: 41 Tahun 1999 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/Menihk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial 2. Memahami kewajiban Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial

3. Mampu melakukan pengkajian dokumen Peraturan terkait

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. RPJMD dan RKPD 1. Komputer
2. Renstra, Renja, DPA 2. Printer
3, Data Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial 3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Stakehoulder dan Instansi Teknis terkait serta Aparat Pemerintahan Desa terkait 1. Disimpan dalam bentuk file soft copy dan hard copy
2. Tim Monitoring dan Evaluasi mengikut sertakan Petugas di KPH 2. Disimpan sebagai data elekironik dan manual

3. Dibuat time schedule terkait dengan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perhutanan Sosial
4. Pembuatan laporan hasi kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perhutanan Sosial




Bidang Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kepala i Ket.
Kepala Dinas | Bidang Hepala el Pelaksana Kelengkapan Waktu Qutput
PMH
PPMH

Menugaskan Kepala Bidang untuk melaksanakan . . o SOP Penyusunan
L monitoring Kegiatan Perhutanan Sosial . @ Nosa Tinas L menlt Dol Laporan

Menugaskan Kepala Seksi untuk menyiapkan instrumen Instrumen
2. |dan bahan kelengkapan monitoring kegiatan dan jadwal Disposisi 180 menit| Monitoring, Jadwal

pelaksanaan. e & Kegiatan

- . . Instrumen

3 Melaksanakan Eo:;ozsm dan Evaluasi kegiatan _ _ _ _ Monitoring, Jadwal | 1200 menit Pt

Perhutanan Sosial :

| Kegiatan
. Y . A

4 Menyusun konsep laporan hasil monitoring G Diits 120 menit| Konsep Laporan

kegiatanPerhutanan Sosial




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 0009.3.3/ L3 Eg /DK-VI2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,

,S.P., MSi.
000031003

H. Joko Istant:
NIP 19750807

BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Nama SOP Persiapan Monitoring dan Evaluasi Perfjutanan Sosial

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999

9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P 83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

1. Memahami { mengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan yang berkaitan dengan
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

2. Memahami kewajiban Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial

3. Mampu melakukan pengkajian dokumen Peraturan terkait

Keterkaitan Peralataniperiengkapan
1. RPJMD dan RKPD 1. Komputer
2. Renstra, Renja, DPA 2. Printer
3. Data Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial 3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Stakehoulder dan Instansi Teknis terkait serta Aparat Pemerintahan Desa terkait
2. Tim Monitoring dan Evaluasi mengikut sertakan Petugas di KPH

3. Dibuat time schedule terkait dengan kegiatan persiapan monitoring dan evaluasi perhutanan Sosial

4. Pembuatan |aporan hasil kegiatan persiapan monitoring dan evaluasi perhutanan Sosial

1. Disimpan dalam bentuk file soft copy dan hard copy
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Bidang Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kepala Seksi Kepal Ket.
pala Seksi : epala Waktu Batout
PMH Kabid PPMH| Pelaksana e Kelengkapan a pu
Kkank . : SOP Persiapan
1. Melaporkan .m_ummm me.m_m Bidang wiengenal DPA 30 menit Nota Dinas Monitoring dan Evaluasi
rencana monitoring kegiatan. Perhutanan Sosial
Memberikan arahan, dan memerintahkan Kepala
2. |Seksi menyusun instrumen dan bahan Nota Dinas 15 menit Disposisi
kelengkapan monitoring kegiatan.
Menugaskan pelaksana untuk menyusun
3. |instrumen dan bahan kelengkapan monitoring Nota Dinas 15 menit Disposisi, Data
kegiatan.
Menyusun instrumen dan bahan kelengkapan Konsep Instrumen,
4. |monitoring kegiatan, kemudian menyerahkan Disposisi, Data 240 menit| Bahan Kelengkapan
kepada Kepala Seksi untuk dikoreksi. Monitoring
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan Konsep Instrumen Konsep Instrumen
5 Bosﬁo._.ﬁEm beglasal: Ea.m mmﬁEF Emﬁgw:rwm: Bahan Kelengkapan | 120 menit| Bahan Kelengkapan
paraf, jika belum sesuai dikembalikan untuk Manitoiin Monitoring
diperbaiki. g
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan Ronseninetrien skl Rakst
6. BoEﬁom_zm kegiatan. rw.m m.mE_F Ema_ucccrwms Bahan Kelengkapan| 120 menit Kelengkapan
paraf, jika belum sesuai dikembalikan untuk e Monitoring
diperbaiki. g
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan Konsep Instrumen {rstrimnen. Talan
7 monitoring Wmm._mﬁmﬂ.r Jika mmﬁ.:F _.smezc.sswmm Bahan Kelengkapan 30 Kelengkapan
tanda tangan . Jika tidak setuju, dikembalikan Monitoring Monitoring
untuk memperbaiki instrumen.
Memerintahkan Kepala Seksi untuk menyiapkan Instrumen, Bahan Instrumen, Bahan
8 |instrumen beserta bahan kelengkapan monitoring Kelengkapan 5 menit Kelengkapan
kegiatan. Monitoring Monitoring
g ; Instrumen, Bahan Instrumen, Bahan
9 Emsu.:mnﬁﬂmswﬁm.ﬂ umen dan bahan kelengkapan Kelengkapan e Kelengkapan
monitoring kegiatan. Monitoring Monitoring




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 0009.3.3/ 390 /DK-V/2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,

H. Joko istdnto, S.P., M.Si
NIP 197508p72000031003

BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Nama SOP Persiapan Fasilitasi dan VerifikasijPerhutanan Sosial

SEKS| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

I

Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja

PP No. 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Permen LHK No. 9 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P_89/MENLHK/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Pedoman KTH

1. Memahami / mengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan yang berkaitan dengan
verifikasi kawasan Hutan

2. Memahami kewajiban Pemegang Hak Pengslolaan Perhutanan Sosial

3. Mampu melakukan pengkajian dokumen Peraturan terkait

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. RPJMD dan RKPD

2. Renstra, Renja, DPA

3. Data Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Stakehoulder dan Instansi Teknis terkait serta Aparat Pemerintahan Desa terkait
2. Tim Fasilitasi mengikut sertakan Penyuluh (Prioritas Penyuluh Kehutanan ) di Kesatuan Pengelola Hutan (KPH)

3. Dibuat time schedule terkait dengan kegiatan persiapan fasilitasi dan verifikasi perhutanan Sosial

4. Pembuatan laporan hasil kegiatan persiapan fasilitasi dan verifikasi perhutanan Sosial

1. Disimpan dalam bentuk file soft copy dan hard copy
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Bidang Mutu Baku
. i Pelaksana :
{o] raian Kegiatan et.
Kabid PPMH | Kasi PMH _umw.w.zﬁmsms Kepala Dinas | Kelengkapan Waktu Output
Sosial dan
Aneka Usaha
Memberikan arahan, dan memerintahkan Kepala Seksi SOP Persiapan Fasilitasi
. an DPA, surat . ; s g . M
1. | menyusun instrumen dan bahan kelengkapan Fasilitasi masuk 30 menit Disposisi, dan verifikasi Perhutanan
dan Verifikasi Calon Lokasi Perhutanan Sosial . 1 Sosial
Menugaskan pelaksana Perhutanan Sosial dan Aneka &\
Usaha untuk menyusun instrumen dan bahan . . . : oy
2. kelengkapan Fasilitasi dan Verifikasi Calon Lokasi Disposisi, 15 menit Disposisi,
Perhutanan Sosial
dan bah
Menyusun instrumen dan bahan kelengkapan Disposisi, konsep , Kepisepiiaithatan
3 L . - . : 840 menit kelengkapan
monitoring kegiatan, untuk dikoreksi. instrumen
Instrumen,
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan Fasilitasi Konsep dan
; ; . . : Konsep dan bahan
dan Verifikasi Calon Lokasi Perhutanan Sosial. Jika bahan .
4 e . o . > 240 menit kelengkapan
sesuai di paraf, jika belum sesuai dikembalikan untuk kelengkapan )
G Instrumen,
memperbaiki instrumen. Instrumen,
ZmSmEWmm jmﬂEEms dan .vm:mz Wm_mzmxmnm: m...mm_:ﬁmﬂ Konsep dan Konsep dan bahan
dan Verifikasi Calon Lokasi Perhutanan Sosial. Jika bahan .
5. ;s . D : 120 menit kelengkapan
sesuai di paraf, jika belum sesuai dikembalikan untuk kelengkapan I
di nstrumen,
memperbaiki instrumen. Instrumen,
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan Fasilitasi Konsep
; : . . ; Instrumen, Konsep dan bahan
dan Verifikasi Calon Lokasi Perhutanan Sosial.. Jika )
6. : o ] Bahan 30 menit kelengkapan
setuju, membubuhkan tandan tangan. Jika tidak setuju,
; ; g Kelengkapan Instrumen,
dikembalikan untuk memperbaiki instrumen. ;
instrumen
Memerintahkan untuk menyiapkan instrumen beserta bahan bahan
7 |bahan kelengkapan Fasilitasi dan Verifikasi Calon Lokasi kelengkapan 5 menit kelengkapan
Perhutanan Sosial. Instrumen, Instrumen,
. . bahan bahan
8 Ema.:mu.wmm Em.ﬂ,cam: dan bahan kelengkapan D pelERE R i menit kelengkapan
monitoring kegiatan. ; -
Instrumen, Instrumen,




Nomor SOP 0009.3.3/ Z23{ /DK-VI2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024
Tanggal Efektif 1 Januari 2025
Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istantd S.P., M.Si.
NIP 197508072000031003
BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN Nama SOP Pelaksanaan Fasilitasi dan Verfi rmww Perhutanan Sosial

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor ; 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan alas
Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/Menlhk/Sefjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

1. Memahami / mengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan yang berkaitan dengan
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

2. Memahami kewajiban Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial

3. Mampu melakukan pengkajian dokumen Peraturan terkait

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. RPJMD dan RKPD 1. Komputer
2. Renstra, Renja, DPA 2. Printer
3. Data Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial 3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Stakehoulder dan Instansi Teknis terkait serta Aparat Pemerintahan Desa terkait
2. Tim Fasilitasi mengikut sertakan Penyuluh (Prioritas Penyuluh Kehutanan ) di Kesatuan Pengelola Hutan (KPH)

3. Dibuat time schedule terkait dengan kegiatan pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi perhutanan Sosal

4, Pembuatan laporan hasil kegiatan pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi perhutanan Sosial

1. Disimpan dalam bentuk file soft copy dan hard copy
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kepala : Pelaksana Ket.
Kepala Dinas | Bidang xmanmem_ Perhutanan Sosial Kelengkapan Waktu Output
PPMH dan Aneka Usaha

Menugaskan Kepala Bidang untuk melaksanakan ) . . . SOP Penyusunan
L Fasilitasi dan Verifikasi Calon Lokasi Perhutanan Sosial @? MotaTlinas L Disposisi Laporan

Menugaskan Kepala Seksi untuk menyiapkan instrumen Instrumen bahan
2. |dan bahan kelengkapan Fasilitasi dan Verifikasi Calon Disposisi 120 menit| verifikasi, Jadwal

Lokasi Perhutanan Sosial dan jadwal pelaksanaan. Kegiatan
3 Melaksanakan Fasilitasi dan Verifikasi Calon Lokasi 3 h 4 Instrumen verifikasi, 1200 menit Dt

" |Perhutanan Sosial _ _ _ _| _ _ _ Jadwal Kegiatan
I

4 Menyusun konsep laporan hasil Fasilitasi dan Verifikasi e 120 menit| Konsep Laporan

Calon Lokasi Perhutanan Sosiall




PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomar SOP 0009.3.3/ Sy /DK-VI2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014

Tanggal Revisi 3Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,

 S.P.. M.Si.
NIP 197508072000031003

H. Joko Istant

BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Nama SOP Penyusunan Laporan Fasilitasi dan 4 erifikasi Perhutanan Sosial

SEKS| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1998 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

1. Memahami / mengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan yang berkaitan dengan
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

2. Memahami kewajiban Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial

3. Mampu melakukan pengkajian dokumen Peraturan terkait

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. RPJMD dan RKPD 1. Komputer
2. Renstra, Renja, DPA 2. Printer
3. Data Pemegang Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial 3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Stakehoulder dan Instansi Teknis terkait serta Aparat Pemerintahan Desa terkait
2. Tim Fasilitasi mengikut sertakan Penyuluh (Prioritas Penyuluh Kehutanan ) di Kesatuan Pengelola Hutan (KPH)

3. Dibuat time schedule terkait dengan kegiatan penyusunan laporan fasilitasi dan verifikasi perhutanan Sosial

4. Pembuatan laporan hasil kegiatan penyusunan laporan fasilitasi dan verifikasi perhutanan Sosial

1. Disimpan dalam bentuk file soft copy dan hard copy
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
i i Pelaksana ot
w raian Kegiatan Kepala Seksi | Perhutanan Kabid | Kepala €
t
PMH Sosialdan | PPMH | Dimas | “eienekapan Welketl Oupnt
Aneka Usaha
SOP Penyusunan Laporan
1. |Menugaskan Pelaksana untuk menyusun Laporan. ﬁU disposisi, catatan 30 menit disposisi Fasilitas dan Verifikasi
Perhutanan Sosial
2 Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyusun disposisi, data 480 menit | konsep laporan
konsep laporan,
Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju diparaf . Jika .
3 belum dikembalikan untuk diperbaiki. konsep laporan 240 menit | konsep laporan
Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju diparaf . Jika . : :
. ! y 120 laporan, disposisi
& belum dikembalikan untuk diperbaiki. konsep laporan e L s
7. Menugaskan Pelaksana untuk mencetak final _ “ laporan, disposisi 10 menit |laporan, disposisi
laporan dan memproses penandatanganan.
Mencetak final laporan dan menyerahkan kepada 5 . .
. i lapor
8 Kepala Seksi untuk mendapatkan paraf. laporan, disposisi 30 mentt dpstad
9 Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan T 5 meit —
" |kepada Kepala Bidang untuk mendapatkan paraf. P H
10 Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan laporan 5 menit T —
" |kepada Dinas untuk mendapatkan tanda tangan. P P
Membubuhkan tanda tangan, kemudian menugaskan .
11. : . laporan 5 menit laporan
Kepala Bidang untuk mengarsipkan laporan.
12 Menugaskan Kepala Seksi untuk mengarsipkan laporan 5 menit laporan
laporan.
13. [Mengarsipkan laporan. laporan 5 menit arsip




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Normor SOP - [000.93 .3/ T332, /DK-VI2024

Tanggal Pembuatan : November 2023
Tanggal Revisi : 3 Juni 2024
Tanggal Efektif ; 1 Januari 2025

Disahkan oleh

Kepala Dinas Kehutanan,

H. Joko Istanto,|S.P., M.Si.
NIP 197508072§00031003

BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Nama SOP . |Minitoring dan Evaluasi

SEKSI| PEMBINAAN HUTAN HAK DAN HUTAN ADAT

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

1. Harus memahami/mengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan berkaitan

2. Undang-undang 1945 dengan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
3 Putusan MK No. 35 /PPU-X/2012 terkait dengan Pengujian Konstitusional Undang-undang No. 41 Tahun 1998 Tentang Kehutanan |2 Harus memahami mekanisme permohonan Hutan Adat
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial 3 Harus Memahamin Permasalahan Konflik Tenurial yang terjadi di masyarakat
4 Mampu melakukan pengkajian dokumen Peraturan terkait
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
SOP Pembuatan Juknis 1. ATK
2. Komputer/Laptop
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Mutu Baku

Kepala Seksi
N Pembinaan Fengeloli K
o Uraian Prosedur eferangan
Kepala Bidang | Hutan Hak mm_.:.ﬁ\mums xmvm_w b Kelengkapan Waktu Output
Sosial dan Dinas
danfotag Aneka Usaha
Adat
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9
1 Zmzzmmmwma Kasi Hutan Adat untuk melaksanakan kegiatan Monitoring Rencana Kerja / 1.2 firesiit Disposisi Sop Hso_:ﬁod:m
dan Evaluasi DPA dan Evaluasi
2 Menyusun Konsep Juknis Eo:;o::m dan Evaluasi dan Bm::mmmxm: Disposisi 1260 Tienlt Konsep Julcnis
Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha untuk mengetik
3 |Mengetik Juknis Monitoring dan Evaluasi Konsep Juknis 840 menit Draft Juknis
Mengoreksi Draft Juknis Monitoring dan Evaluasi, jika sesuai diparaf L% . : Draf Juknis yang
4 jika belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki \</ BRat [ulenis 420 menit diparaf
5 Mengoreksi Draft Juknis Monitoring dan Evaluasi, jika sesuai diparaf ‘ Draf Juknis yang 420 menit Draf Juknis yang
jika belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki E diparaf diparaf
6 |Menandatangani Juknis Monitoring dan Evaluasi Lieaf W_WHM W Mg | 190 menit | Juknis ditandatangani




Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Mutu Baku

No Uraian Prosedur Kepala Seksi la P Keterangan
Kepala Bidang | Pembinaan Hutan mwmmﬂmm_mhmh>mwmw_wamﬁm Kelengkapan Waktu Output
Hak dan Hutan Adat A
1 2 3 4 5 6 7 8 9
M z : —
i mncmm.mxm: Kasi Hutan Adat untuk melaksanakan kegiatan Monitoring dan Reficina Ketjs £ DPA 15 Menit Disposisi
Evaluasi
Menyusun rencana kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan kelengkapan surat ke ) - 3 Konsep Usulan
2 instransi terkait Dispgsist 420 menit Rencana Kegitan
Mengetik usulan rencana kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan kelengkapan ,_\ Konsep Usulan Rencana . Usulan Rencana
3 ; . . | 120 menit ;
surat ke instransi terkait Kegitan Kegitan
i Mengoreksi rencana kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan kelengkapan surat ke /\/ Usiilat Reticiina Kegitan | &0 Menit Usulan Rencana
* linstransi terkait, jika sudah sesuai ditandatangani, jika belum sesuai diperbaiki \/\ * AR Kegitan diparaf
. . o . . Usulan Rencana
5 Mengoreksi rencana kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan kelengkapan surat ke Usulan Rencana Kegitan 60 Menit Kegitan
instransi terkait, jika sesuai di tandatangani jika belum diperbaiki diparaf ditandatangant
. . ; H . Usulan Rencana
6 Menyusun Tim pelaksana kegiatan dan menugaskan pengelola untuk menyiapkan Usulan Rencana Kegitan 60 Menit Kegitan
" |usulan nota dinas SPT dan surat ke instansi terkait ditandatangani ; 5 ;
_ ditandatangani
; : . . . Usulan Rencana Kegitan . ;
7. |Menyiapkan usulan nota dinas SPT dan surat ke instansi terkait . A 60 Menit |[Usulan nota dinas SPT
ditandatangani
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BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN Nama SOP - |Idantifikasi Inventarisasi dan Pemetaan Repolusi Konflik

SEKSI PEMBINAAN HUTAN HAK DAN HUTAN ADAT

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Undang-undang No. 41 Tentang Kehutanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam kawasan Hufan

Paraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 84/MenL HK-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokck-Pokok Agraria

Peraturan Menteri LHK No.P22/MENLHK/Setjen/Set 13/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan dengan Pencemaran Lingkungan dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup dan /atau Perusakan Hutan

Pendirjen PSKL No. P.4/PSKL/Set/PSL.1/4/2016 Tentang Pedoman Mediasi Perorangan Konflik Tenurial Kawasan

Pendirien PSKL No.P.6 /PSKL/SET/PSL.1I15/2016 Tentang Pedoman Assesment Konflik Tenurial Kawasan

8 Perdirjen PHPL No.P 5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan
Produksi

O B D fO =

-~

1. Harus memahami/mengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan berkaitan
dengan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

2 Harus memahami mekanisme permohonan Hutan Adat

3 Harus Memahamin Permasalahan Kenflik Tenurial yang terjadi di masyarakat
4 Mampu melakukan pengkajian dokumen Peraturan terkait

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
SOP Nota Dinas 1. ATK
2. Komputer/Laptop
3. Printer
4. GPS
Peringatan Pencatatan dan pendataan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Mutu Baku

Kepala Seksi Pengelola x
No Uraian Prosedur Penata Usaha Pembinaan Perhutanan iR
i 1L
Biclang Kepala Bidang Halh ik dan shaiatam Kelengkapan Waktu Outpu
Hutan Adat Aneka Usaha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Menerima surat masuk perihal Resolusi Konflik Tenurial dan St T — Surat SOP Identifikasi Inventarisasi dan
" | meneruskan ke Kepala Bidang A v Pemetaan Resolusi konflik
. Surat dan
2. |Menugaskan Kepala Seksi untuk diproses selanjutnya Surat 15 menit Disposisi
3 Menugaskan Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha ikt dasinisnesis | 15 whenE Surat dan
" |untuk melakukan analisa surat dan menindaklanjuti P Disposisi
4 Melakukan analisa terhadap surat masuk dan melaporkan Surat dan Disposisi | 840 menit Hasil analisa /
" |hasil analisa kepada Kepala Seksi laporan
Menindaklanjuti hasil analisa / laporan dan mengusulkan 0 Usulan
5. |kepada Kepala Bidang untuk dilakukan Identifikasi, laporan 300 menit Kegiatan
inventarisasi dan pemetaan konflik di lapangan P
Menugaskan Kepala Seksi untuk melakukan Identifikasi, Disposisi
6. |inventarisasi dan pemetaan konflik di lapangan dengan Usulan Kegiatan | 30 menit |melaksanakan
menyusun tim pelaksana kegiatan. kegiatan
M tim pelaksana kegiatan d kan Pengelol Disposisi
7 enyusun tim pelaksana kegiatan an menugaskan Pengelo a e a0 Enle | NotiDinas
Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha membuat nota dinas SPT kegiatan
Membuat nota dinas SPT dan meneruskan ke Sekretariat Nota Dinas 60 menit | Nota Dinas




Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Mutu Baku

x & 8 Kepala Seksi Pengeloln e
0 raian Prosedur i eterangan
Ay Perhutanan Sosial | Kepala Bidang q.mm.ﬂ Loaha Kelengkapan Waktu Output
Hutan Hak dan s Aol Ueiha Bidang
Hutan Adat
1 2 8 5 3 4 5 6 7 8
1 Membuat konsep nota dinas SPT dan menugaskan Pengelola _ T Disposisi 60 menit Konsep nota dinas
" |Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha untuk mengetik nota dinas SPT 1SposIst SPT
i : Konsep nota dinas . Draft nota dinas
2. |M
engetik nota dinas SPT SPT 30 menit SPT
Mengoreksi nota dinas SPT jika sesuai diberi paraf jika belum sesuai Draft nota dinas : ; ;
A dikembalikan / diperbaiki SPT i5 et | Nabadmas dipavaf
Mengoreksi nota dinas SPT jika sesuai ditandatangani jika belum , ) . Nota dinas
4 sesuai dikembalikan / diperbaiki Nota dinas diparaf | 15menit ditandatangani
5. |Menyerahkan ke tata usaha bidang untuk diberi nomor nota dinas .ZoS ditiag 2 15 menit ) Notadings .
ditandatangani ditandatangani
: -
6. |Memberi nomor nota dinas dan meneruskan ke Sekretariat Nota:dinas 15 menit 2059‘%@0% dinas

ditandatangani
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BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

SEKS! PEMBINAAN HUTAN HAK DAN HUTAN ADAT

Nama SOP : |Kegiatan Fasilitasi Hutan Adat Yarlg dikelola oleh Masyarakat Adat

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Undang-undang Dasar 1945 1. Harus memahamiimengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan berkaitan

2. Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

3. Undang-undang No. 32 Tahun 2008 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungen Hidup 2 Harus memahami mekanisme permchonan Hutan Adat

4. Peraturan Menteri LHK No. 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan lokal dalam pengelolaan SDA dan LH Harus Memahamin Permasalahan Konflik Tenurial yang terjadi di masyarakat
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengukuhan dan Perlindungan MHA 4 Mampu melakukan pengkajian dokumen Peraturan terkait

6 Peraturan Menteri LHK Nomor : P.9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

7 Peraturan Daerah Provinsi Kaltim No. 1 Tagun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA di Provinsi Kalimantan Timur

Keterkaitan Peralataniperlengkapan
SOP Penyusunan Juknis 1. ATK
2. Komputer/Laptop
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan Mutu Baku
Pengelola "
No Uraian Prosedur Perhutanan | Kepala Kepala eterangan
i t
Kepala Bidang PEH Sl S Kelengkapan Waktu Outpu
Aneka Usaha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. ; . SOP Kegiatan Fasilitasi
1 ger}]giaglgnt:(ai CI;Iutan Adat untuk melaksanakan kegiatan ( } Renca;;; ;(er]a / 15 Rt Disposisi Hutan Adat Yang dikelola
asuisl umn Agal oleh masyarakat adat
Menyusun Konsep Juknis Fasilitasi hutan adat yang dikelola oleh
2. |masyarakat adat dan menugaskan Pengelola Perhutanan Sosial Disposisi 1260 menit| Konsep Juknis
dan Aneka Usaha untuk mengetik ‘
4 Mengetik Julmis Fasilitasi hutan adat yang dikelola oleh Konsep Juknis | 840 menit Draft Juknis
masyarakat adat
Mengoreksi Draft_]_uknis Fa_sﬂijcasi hL.:_tan adat yang dl%(elola oleh . | Draf juknis yang
4 |masyarakat adat, jika sesuai diparaf jika belum sesuai Draf Juknis 420 menit di
. . : s iparaf
dikembalikan untuk diperbaiki
Mengoreksi Draft.]-ukms Fa.51h_tasa hL}T:an adat yang dl.kelola oleh \ T I — | DrafJuknis yang
5 |masyarakat adat, jika sesuai diparaf jika belum sesuai diaraf 420 menit dinaiat
dikembalikan untuk diperbaiki P P
Menandatangani Juknis Fasilitasi hutan adat yang dikelola oleh Draf Juknis yang y Juknis
6 : 120 menit . .
masyarakat adat diparaf ditandatangani




Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyaralat Hutan

Mutu Baku

No Uraian Prosedur Kepala Seksi Pengelola Keterangan
Kepala Bidang | Pembinaan Hutan Hak| Perhutanan Sosial Kelengkapan Waktu Output
dan Hutan Adat dan Aneka Usaha
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Menugaskan Kasi Hutan Adat untuk melaksanakan kegiatan . - . -
1. Fasilitasi Hutan Adat _ “ Rencana Kerja / DPA 15 Menit Disposisi
Menyusun rencana kegiatan Fasilitasi hutan adat yang dikelola oleh . - .. | Konsep Usulan
2. £ :
masyarakat adat dan kelengkapan surat ke instransi terkait Espslet Az 0TI Rencana Kegitan
Mengetik usulan rencana kegiatan Fasilitasi hutan adat yang dikelola Konsep Usulan Rencana .. | Usulan Rencana
3. ; ; 5 . 120 menit .
oleh masyarakat adat dan kelengkapan surat ke insiransi terkait Kegitan Kegitan
Mengoreksi rencana kegiatan Fasilitasi hutan adatyang dikelola
Usulan R
4. |oleh masyarakat adat dan kelengkapan surat ke instransi terkait, jika /AV/ Usulan Rencana Kegitan | 60 Menit WM:MMS nmswwmw
sudah sesuai ditandatangani, jika belum sesuai dipzarbaiki 5 P
Mengoreksi rencana kegiatan Fasilitasi hutan adat vang dikelola oleh Usulan Rencana Kegitan Usulan Rencana
5. |masyarakat adat dan kelengkapan surat ke instransi terkait, jika divaraf & 60 Menit Kegitan
sesuai di tandatangani jika belum diperbaiki P ditandatangani
Menyusun Tim pelaksana kegiatan Fasilitasi hutan adat yang v ; Usulan Rencana
; Usulan Rencana Kegitan : :
6. |dikelola oleh masyarakat adat dan menugaskan pexgelola untuk ; : 60 Menit Kegitan
: : : : ; ditandatangani . .
menyiapkan usulan nota dinas SPT dan surat ke instansi terkait _ ditandatangani
; ; . 5 ; Usulan Rencana Kegitan . Usulan nota
7. |Menyiapkan usulan nota dinas SPT dan surat ke instansi terkait P 60 Menit dinas SPT




